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ABSTRAK

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang
pentingnya pencegahan korupsi untuk siswa sekolah menengah kejuruan. Kegiatan yang dilakukan
adalah penyuluhan yang dalam kegiatannya diawali dengan perencanaan yaitu koordinasi
bersama antara mahasiswa, dosen pengampu, dan pihak sekolah. Setelah tahap perencanaan
adalah tahap pelaksanaan yang menggunakan metode ceramah dan diskusi. Pada bagian akhir
adalah evaluasi yang dilakukan melalui kuesioner menggunakan isian google form. Kegiatan penyuluhan
difokuskan pada pemahaman konsep korupsi dalam konteks layanan kesehatan, menyoroti dampak
negatifnya terhadap pelayanan medis dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal
8 November 2023 di SMK Kesehatan Bakti Medika Indonesia Ponorogo, sasaran dalam kegiatan ini
sebanyak 30 siswa kelas kelas 10 dan 12. Hasil dari kegiatan penyuluhan ini adalah 90% siswa telah
paham apa itu korupsi, faktor yang menyebabkan korupsi, serta contoh korupsi.

Kata kunci: Pendidikan anti korupsi; penyuluhan; siswa

ABSTRACT

This community service activity aims to raise awareness about the importance of corruption prevention
for vocational high school students. The activity carried out is counseling which in its activities begins
with planning, namely joint coordination between students, lecturers, and the school. After the planning
stage is the implementation stage which uses lecture and discussion methods. At the end is an evaluation
conducted through a questionnaire using google form. Counseling activities focused on understanding the
concept of corruption in the context of health services, highlighting its negative impact on medical services
and community welfare. This activity was carried out on November 8, 2023 at SMK Kesehatan Bakti
Medika Indonesia Ponorogo, the target in this activity was 30 students of grades 10 and 12. The results of
this counseling activity are 90% of students have understood what corruption is, the factors that cause
corruption, and examples of corruption.

Keywords: Anti-Corruption Education; Conseling; Student
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1. PENDAHULUAN

Pengertian korupsi selalu berevolusi pada setiap era, peradaban, dan wilayah. Rumusan
dari korupsi dapat berbeda tergantung pada pendekatan dan penekanan yang sedang digunakan,
baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum (Gunawan, 2018; Mahardhani,
2018). Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya,
kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan
(Herianto et al., 2022). Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan
sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (moral corruption) (Rizhan, 2020). Korupsi
memang merupakan istilah modern, tetapi wujud dari tindakan korupsi itu sendiri ternyata telah
ada sejak lama. Sekitar dua ribu tahun yang lalu, seorang Indian yang menjabat semacam
perdana menteri, telah menulis buku "Arthashastra" yang membahas masalah korupsi di masa
itu dalam literatur Islam (Rahmadhanti et al., 2023).

Robert Klitgaard, menyatakan pengertian korupsi adalah suatu tingkah laku yang
meyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh
keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi (perorangan, keluarga dekat,
kelompok sendiri), atau melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi
(Sudiran, 2017). Pengertian korupsi yang diungkapkan oleh Robert yaitu korupsi dilihat dari
perspektif administrasi negara. Pengertian secara yuridis, baik dalam arti maupun jenisnya telah
dirumuskan di dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dalam UU No 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang- undang sebelumnya, yaitu UU No
3 Tahun 1971 (Fitriadi et al., 2023). Pemahaman tentang tindakan korupsi tersebut mendorong
pengabdi untuk melakukan penyuluhan guna mencegahan tindakan korupsi baik di kalangan
masyarakat umum maupun negara. Upaya pencegahan permasalahan tersebut hendaknya
dilakukan sejak dini dengan menguatkan tonggak kedaulatan negara, menanamkan rasa cinta
tanah air dan menanamkan nilai-nilai luhur integritas, serta mengambil peran sebagai generasi
muda yang akan menapaki tonggak tersebut menuju era baru perubahan dan bebas korupsi
(Direktorat Sekolah Dasar, 2022; Labetubun et al., 2022). Korupsi yang kecil pada awalnya,
dapat menjadi tindak pidana korupsi, karna telah merugikan banyak pihak sehingga sangat
diperlukan pencegahan sejak dini. Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan generasi
muda, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap tindakan generasi muda tanah air, dan
mencari solusi bersama untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di masyarakat dan
bangsa (Saputra, 2022).

Tindak pidana korupsi jika tidak diminimalisasi dengan penyuluhan antikorupsi kepada
generasi muda, akan mengalami perkembangan yang sangat pesat, ancaman sanksi sekeras
apapun terbukti tidak akan dapat mengontrol perilaku subjek dengan sepenuhnya. Selalu saja
ada celah dan kesempatan, sekecil apapun yang akan coba dimanfaatkan oleh seorang subjek
dengan risiko yang telah diperhitungkannya untuk menghindarkan diri dari kontrol hukum yang
berhakekat sebagai kontrol eksternal tersebut (Umiyati et al., 2023). Sehingga peran generasi
muda yang bersih dan mengamalkan nilai-nilai kejujuran sangat diperlukan demi mewujudkan
kesatuan NKRI antikorupsi (Syafaat, 2021). Dengan memanfaatkan jenjang pendidikan
menengah yaitu SMK Kesehatan Bakti Medika Ponorogo, maka diharapkan tindakan ini dapat
menguatkan fondasi pemikiran siswa SMK yang akan memasuki dunia kerja agar dapat
memahami mengenai aktivitas korupsi dalam bidang kesehatan dan solusi atas penyelesaian
kasus yang terjadi.

2. METODE PELAKSANAAN

Aktivitas dalam kegiatan penyuluhan yang dilakukan diawali dengan perencanaan
kegiatan yang telah tim pengabdi laksanakan bersama dengan dosen pengampu dan pihak
sekolah. Setelah tahap perencanaan pada tahap pelaksanaan ini tim menggunakan metode
ceramah dan diskusi. Metode ceramah adalah metode yang memberikan penjelasan sebuah
materi (Mahardhani et al., 2022; Violyn et al., 2023), adapun materi dalam kegiatan ini adalah
pendidikan anti korupsi dan pencegahannya dalam bidang kesehatan.
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Selanjutnya pada tahap evaluasi kegiatan, tim menggunakan kuesioner kepada siswa
melalui google form. Kuisioner ini berisi tentang pemahaman siswa terhadap materi pendidikan
antikorupsi di bidang kesehatan dan pencegahannya yang telah disampaikan. Kegiatan ini
diikuti oleh perwakilan 30 siswa pada kelas 10 dan 12 SMK Bakti Indonesia Medika, Ponorogo,
Jawa Timur yang terdiri dari tiga jurusan meliputi jurusan asisten keperawatan, teknik
labolatorium medik, dan farmasi klinis komunitas. Kegiatan pelaksanaan penyuluhan
pendidikan budaya antikorupsi ini dilakukan pada 8 November 2023 dengan jadwal seperti pada
Tabel 1.

Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penyuluhan

No Waktu Kegiatan Keterangan
1. 07.00 — 08.00  Persiapan Seluruh panitia
2. 08.00—08.15 Registrasi Peserta Seluruh panitia
3. 08.15-08.30 Pembukaan kegiatan Ella Maglena
4, 08.30-09.15 Penyampaian Materi Penyuluhan dan Nur Rahayu dan Alentio

memberikan informasi mengenai anti  Qa’albinovel
korupsi di bidang kesehatan
5. 09.15-09.45 Tanya jawab dan diskusi kegiatan Seluruh panitia
6. 09.45-10.00 Penutup Seluruh panitia

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengabdi dari program studi D3 Keperawatan
Universitas Muhammadiyah Ponorogo ini merupakan usaha untuk menyebarluaskan ilmu
pengetahuan dalam bidang korupsi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada pembelajaran di
mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Kegiatan ini juga sebagai upaya pencegahan dan
pembentukan karakter anti korupsi untuk generasi muda tenaga kesehatan yang baik.

Indikator hasil kegiatan penyuluhan budaya anti korupsi tersebut dapat di nilai dari
beberapa aspek kelancaran dalam penyampaian dan pemahaman siswa serta terkoordinirnya
kegiatan acara sesuai dengan standar acara penyuluhan yang telah disusun. Dari kegiatan
penyuluhan yang dilakukan diketahui bahwa siswa dapat memahami seluruh materi yang telah
di sampaikan secara sistematis menggunakan power point dan audio visual dengan proyektor.
Untuk mengetahui tingkat pemahaman selanjutnya dilakukan pengisian kuisioner yang dibuat
melalui googleform dan dibagikan langsung kepada siswa melalui whatssapp. Setelah itu para
peserta diberikan waktu untuk mengisi kuesioner tersebut dengan benar. Dari penilaian ini dapat
membuat kesimpulan tentang seberapa paham dan mengerti siswa siswi tersebut akan materi
penyuluhan yang telah disampaikan.

Gambar 1. Pemaparan materi tentang pendidikan anti korupsi (kiri) Sesi foto bersama dengan peserta
(kanan)
Indikator keberhasilan pengisian kuesioner dapat sebagai berikut:
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Apa itu korupsi dibidang kesehatan ?

28 jawaban

@ Korupsi bidang kesehatan adalah
Korupsi yang teradi pada wilayah
kesenhatan dan sistem sistem kesehatan

@ Korupsi bidang kesehatan adalah
korupsi yang terjadi karena kesehalan
Korupsi bidang kesehatan adalah
korupsi yang dilakukan kementerian
kesehalan

Gambar 2. Pertanyaan butir 1

Hasil diagram pertanyaan ke-1, 89,3% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia
Medika Ponorogo menjawab benar atas pertanyaan tentang apa itu korupsi di bidang kesehatan.
Sebanyak 10,7% siswa menjawab salah atau kurang memahami tentang pengertian korupsi.
Penyuluhan yang kami adakan pada siswa SMK Kesehatan Banti Indonesia Medika Ponorogo
mengakibatkan mereka mampu menjelaskan dan menjawab soal tersebut, memastikan bahwa
penyuluhan 90% berhasil memberikan pengetahuan dan informasi tentang soal ke-1."

Apa saja jenis korupsi dibidang kesehatan, kecuali ?

29 jawaban

@ Penggelapan dana bos
@ Korupsi dokumen rumah sakit
Korupsi alkes { alat kesehatan )

Gambar 3. Pertanyaan butir 2

Hasil diagram pertanyaan ke-2, 75,9% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia
Medika Ponorogo menjawab benar atas pertanyaan tentang yang bukan salah satu jenis-jenis
korupsi di bidang kesehatan. Sebanyak 13,8% pada opsi pilihan B siswa memberikan jawaban
salah, dan 10,2% opsi pilihan A siswa juga menjawab salah. Maka dari itu 80% siswa dapat
menyebutkan jenis jenis korupsi dan 20% siswa belum mengerti tentang jenis jenis korupsi pada
pertanyaan ke 2. Melalui penyuluhan tersebut dapat memberikan informasi dan pengetahuan
kepada Sebagian 80% siswa Smk bimpo untuk menyebutkan yang bukan jenis korupsi di bidang
kesehatan tentang soal ke-2."

Apa dampak korupsi bidang kesehatan?
28 jawaban

@ Bidang kesehatan semakin maju
@ Kualitas bidang kesehalan menurun
Bidang keschatan semakin tak percaya

Gambar 4. Pertanyaan butir 3

Hasil diagram pertanyaan ke-3, 79,3% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia
Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi B yaitu apabila adanya korupsi di bidang
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Kesehatan akan berdapak pada penurunan kualitas bidang Kesehatan dan 20,7% pada opsi ¢
siswa menjawab salah terkait pertanyaan ke 3 tentang apa dampak korupsi 80% siswa dapat
memahami pertanyaan ke 3.

Apa yang perlu dibuat untuk menghindari korupsi dibidang kesehatan?

29 jawaban

@ Peraturan yang kuat dan sistem yang
masik akal serla gajl vang memadal
@ Sanksi yang berat
Blacklist pelaku korupsi bidang
kesehatan agar lidak bisa bekerja lagi

Gambar 5. Pertanyaan butir 4

Hasil diagram pertanyaan ke-4, 62,1% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia
Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi A pada opsi B dan 13,8 % dan opsi C 24,1% yang
menjawab salah maka dari itu 65% siswa dapat menjelaskan tentang soal yang ke 4 dan 35%
belum dapat memahami soal pada pertanyaan ke 4.

Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah melakukan korupsi dibidang kesehatan berupa ?
29 Jawaban

@ Kompsi jamkes
@ Korupsi pembangunan

Korupsi pengadaan alat kesehatan yang
menyebabkan kerugian negara sebesar
Rp.78.7 milliar

Gambar 6. Pertanyaan butir 5

Hasil diagram pertanyaan ke-5, 96,6 % dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia
Medika Ponorogo menjawab benar atas pertanyaan tentang gubernur Provinsi Banten Ratu Atut
Chosiyah melakukan korupsi di bidang Kesehatan yang berupa korupsi jamkes.dan hanya 4%
siswa belum dapat mengetahui berita korupsi yang dilakukan oleh gubernur provinsi banten
tersebut.

Bagaimana langkah mengembalikan kepercayaan masyakat dibidang kesehatan?
2% jawaban

@ Meningkatkan transparansi
@ Meningkatkan kualilas pelayanan
Melayani selengah mati

Gambar 7. Pertanyaan butir 6

Hasil diagram pertanyaan ke-6, 86,2 % dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia
Medika Ponorogo menjawab salah atas pertanyaan bagaimana Langkah mengembalikan
kepercayaan Masyarakat di bidang Kesehatan dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan
karena dengan itu Masyarakat dapat Kembali percaya pada aspek instansi Kesehatan yang
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sudah membuat kesalahan fatal dan 13.8% siswa belum dapat memahami Langkah yang

dilakukan agar Masyarakat Kembali percaya kepada instantsi Kesehatan yang sudah
mengecewakan,

Apa yang anda lakukan jika secara tak sengaja melihat tindakan korupsi?
20 jawaban

@ lkut terlibat
@ Jaga rahasia
Cokumentasikan dan lapor

Gambar 8. Pertanyaan butir 7

Hasil diagram pertanyaan ke-7, 100% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia
Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi ¢ maka dari itu semua siswa smk bimpo sudah
dapat memahami pertanyaan apabila mereka melihat Tindakan korupsi apa yang dilakukan
yaitu dengan Mendokumentasikan dan Melaporkan.

Lembaga indonesia yang memiliki wewenang memberantas korupsi di semua bidang ?
29 jawaban

@ Mace
@ Kpk
Fhi

Gambar 9. Pertanyaan butir 8

Hasil diagram pertanyaan ke-8, 100% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia
Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi b maka dari itu semua siswa smk bimpo sudah

dapat memahami pertanyaan Lembaga Indonesia yang memiliki wewenang memberantas
korupsi di semua bidang adalalah KPK

Bagaimana pencegahan korupsi di bidang kesehatan dapat dilakukan?
29 jawaban

@ Meningkatkan upah petugas kesehatan

@ Mamperkatat pengawasan terhadap
penggunaan dana kesehatan
Memberikan insentil kepada pelugas
kesehatan untuk menerima suap

Gambar 10. Pertanyaan butir 9

Hasil diagram pertanyaan ke-9, 96.6% dari 28 siswa SMK Kesehatan Bakti Indonesia
Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi b maka dari itu semua siswa smk bimpo sudah
dapat memahami pertanyaan tentang bagaimana pencegahan korupsi di bidang Kesehatan dapat
dilakukan yaitu dengan memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana kesehtaan.Maka
dari itu penyuluhan 90% dapat memberikan informasi tentang pertanyaan ke 9 dan membuat
siswa dapat menjelaskan bagaimana pencegahan korupsi dibidang Kesehatan tersebut.
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Apa yang bisa dilakukan individu untuk mendukung pencegahan korupsi dibidang kesehatan?
29 jawaban

@ Memberikan suap kepada petugas
kesehatan

@ Berperan sehagai pelapor ketika
menemui tindakan korupsi
Tidak peduli dengan tindakan korupsi
yang terjadi

Gambar 11. Pertanyaan butir 10

Hasil diagram pertanyaan ke-10 diketahui bahwa 96.6% dari 28 siswa SMK Kesehatan
Bakti Indonesia Medika Ponorogo menjawab benar pada opsi b maka dari itu semua siswa smk
bimpo sudah dapat memahami pertanyaan tentang apa yang bisa dilakukan individu untuk
mendukung pencegahan korupsi di bidang kesehatan yaitu dengan cara berperan sebagai pelapor
Ketika menemui Tindakan korupsi.

Dari kuisioner yang telah di isi oleh 30 peserta penyuluhan menunjukkan bahwa para
siswa telah mampu dan dapat dan memahami tentang materi yang telah di sampaikan. Ini
terbukti dari hasil diagram kuisioner yang menunjukkan pada angka 90% siswa yang
memahami. Pelaksanaan penyuluhan ini dapat disimpulkan bahwa para siswa mampu
menangkap dan mengerti atas informasi pada penyuluhan ini dan alhamdulillah memperoleh
respon terbaik.

4. KESIMPULAN

Hasil dari kegiatan penyuluhan pendidikan antikorupsi di SMK Bakti Indonesia Medika
adalah berhasil, siswa dapat memahami dari apa yang sudah disampaikan selama kegiatan
penyuluhan, hal ini dapat dilihat dari indikator hasil kuesioner yang menunjukkan angka 90%
siswa yang paham dan menjawab dengan benar dari soal yang diberikan.
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